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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah diamanahkan untuk mengadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah tersebut dilakukan 

dalam rangka memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah 

sebagai jaminan kepastian hukum (Apriani & Bur, 2021). Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

bahwa untuk menjaminan kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah dengan memberikan surat tanda bukti hak sebagai alat 

pembuktian yang kuat, dan menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) 

bahwa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

yaitu sertipikat. Lebih lanjut dalam Pasal 31 PP No. 24/1997 diatur bahwa 

jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan karena di dalam sertipikat 

termuat data bidang tanah yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis 

yang telah didaftar dalam buku tanah. 

Sejak awal penerbitannya hingga saat ini, sertipikat sebagai dokumen 

akhir dari proses pendaftaran tanah diterbitkan dalam versi cetak/analog. 

Sertipikat tanah analog diterbitkan dalam bentuk cetak kertas yang dilengkapi 

dengan hologram berlogo BPN yang berisi salinan dari buku tanah dan surat 

ukur yang djahit menjadi satu kesatuan (Mujiburohman, 2021). Namun, 

mengikuti ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Transaksi & Informasi Elektronik (UU ITE) telah ada kemungkinan untuk 

mengalihkan ke dalam bentuk elektronik dengan tetap memiliki kekuatan 

hukum yang sah. Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa, pelaksanaan 

pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik yang hasilnya berupa 

data, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik. 
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

transformasi berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan. Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian 

ATR/BPN) telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyediakan 

layanan pertanahan berbasis elektronik, bertujuan untuk mempercepat 

pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat (Masri, 2023). 

Penerapan layanan ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat 

terhadap informasi pertanahan, termasuk verifikasi data fisik dan yuridis 

sertipikat hak atas tanah, serta informasi lainnya yang tersedia dalam 

pangkalan data (Sapardiyono & Pinuji, 2022).  

Komitmen Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan teknologi 

untuk layanan pertanahan sebenarnya sudah dilakukan, tepatnya sejak tahun 

1997. Diawali dengan menerapkan program Land Office Computerization 

(LOC) pada tahun 1997, kemudian dikembangkan menjadi Komputerisasi 

Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2001, terhadap KKP ini terus 

mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang semula KKP-Desktop, 

menjadi Geo-KKP dan terakhir pada tahun 2015 menggunakan aplikasi 

berbasis Web/KKP-Web (Adinegoro, 2023). 

Terkait dengan layanan pertanahan berbasis elektronik, Kementerian 

ATR/BPN telah menyediakan beberapa jenis layanan pertanahan berbasis 

elektronik. Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, antara lain: (a) 

Hak Tanggungan; (b) Roya; (c) pengecekan sertipikat, (d) surat keterangan 

pendaftaran tanah (SKPT), (e) informasi data tekstual/grafikal, (f) informasi 

zona nilai tanah (ZNT), (g) informasi titik koordinat, (h) informasi paket data 

global navigation satellite system (GNSS)/ continuously operating reference 

system (CORS), (i) informasi riwayat kepemilikan tanah, (j) informasi 

riwayat tanah, dan (k) layanan peta pertanahan, dan (l) layanan informasi tata 

ruang (Prasetyo & Saefudin, 2023; Adinegoro, 2023). 

Sejalan dengan pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan, pada 

tahun 2023 Kementerian ATR/BPN berencana akan meluncurkan sertipikat 

tanah yang sebelumnya berupa kertas menjadi dokumen digital. Tepatnya 
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tanggal 4 Desember 2023, Kementerian ATR/BPN meluncurkan sertipikat 

tanah elektronik yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko 

Widodo di Istana Negara. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). 

Awal kebijakan pemberlakuan sertipikat elektronik ini diatur dalam Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/KBPN No. 1/2021), 

Namun, Permen tersebut sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran 

(Permen ATR/KBPN No. 3/2023). Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 secara umum mengacu 

pada PP No. 18 Tahun 2021 karena membahas kegiatan Pendaftaran Tanah 

yang merupakan bagian dari pengaturan mengenai Hak Pengelolaan, Hak atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam pasal 84 ayat 1-

5 yang berbunyi, (1).“Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

dapat dilakukan secara elektronik”; (2).“Hasil penyelenggaraan dan 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksr:d 

pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, danlataur dokumen 

elektronik”; (3).”Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah”; (4).”Data dan informasi elektronik 

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku 

di lndonesia”; (5).“Penerapan Pendaftaran Tanah elektronik dilaksanakan 

secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang 

dibangun oleh Kementerian”. (PP No. 18/2021 ) PP No. 18 Tahun 2021 

menjadi kerangka hukum utama, sementara Permen No. 3 Tahun 2023 

menjadi aturan pelaksana yang lebih teknis dan operasional. Dengan 

demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ketentuan-ketentuan 

dalam PP tersebut menjadi dasar yuridis atas implementasi Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2023. 
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Secara normatif, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 bersifat wajib bagi seluruh jajaran 

Kementerian ATR/BPN, termasuk Kantor Pertanahan. Namun, tidak ada 

sanksi eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. 

Meskipun sertipikat elektronik telah diluncurkan secara resmi, namun 

penerapannya dilakukan secara bertahap. Hal ini sejalan yang disampaikan 

oleh Menteri ATR/BPN bahwa penerapan sertipikat elektronik diberlakukan 

secara bertahap mulai dari sertipikasi aset badan-badan milik negara dan 

daerah, badan hukum, dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di dua 

belas kabupaten/kota lengkap (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 

2023). Dengan demikian, penerapan sertipikat elektronik tergantung dari 

kesiapan kantor pertanahan. 

Menjadikan suatu kantor pertanahan menerapkan sertipikat elektronik 

dibutuhkan kesiapan dari berbagai faktor. Nyatanya, dalam penerapan 

sertipikat elektronik di beberapa Kantor Pertanahan menemui bebarapa 

hambatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Wandebori, 

(2021) bahwa hambatan penerapan Sertipikat elektronik di Kabupaten 

Karawang disebabkan oleh belum siapnya sumber daya manusia dan 

dukungan sarana prasarana di internal kantor pertanahan. Lebih lanjut, 

penelitian oleh Febrianti, (2021) mengungkap bahwa tantangan yang 

dihadapi dalam penerapan sertipikat elektronik di di internal Kantor 

Pertanahan Kota Bekasi mencakup validasi data bidang tanah, sinkronisasi 

dan harmonisasi peraturan perundangan, serta ketidakmemadaiannya sarana 

dan prasarana. Sementara itu, diperlukan kesiapan kualitas data pertanahan 

yang valid dan kesiapan SDM (Suhattanto dkk, 2021; Syamsur dkk, 2023). 

Di sisi lain, digitalisasi pertanahan melalui sertipikat elektronik juga 

menawarkan peluang besar. Dengan sistem yang lebih modern, masyarakat 

dapat mengakses layanan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui 

prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini sangat relevan dengan tujuan 

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan 
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mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Di Kabupaten Lampung 

Utara, yang merupakan wilayah dengan potensi konflik agraria yang cukup 

tinggi, kehadiran sertipikat elektronik dapat membantu mengurangi konflik 

pertanahan dengan menyediakan data yang lebih akurat dan mudah 

diverifikasi. Namun, Implementasi sistem ini sangat bergantung pada 

kemampuan pemerintah setempat untuk mengatasi hambatan-hambatan 

teknis dan sosial yang ada. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi sejauh mana Implementasi pelaksanaan sertipikat 

elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Pertanahan Lampung Utara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi 

berbagai tantangan yang dihadapi oleh petugas dan masyarakat dalam 

mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendukung 

keberhasilan implementasi sertipikat elektronik, sekaligus membantu 

pemerintah mencapai tujuan UUPA dalam memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana progres layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara? 

2. Bagaimana persepsi petugas dan masyarakat terhadap sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Lampung Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui progres layanan elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara? 

2. Untuk mengetahui persepsi petugas dan masyarakat dalam proses 

pelaksanaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Lampung Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan kajian akademis mengenai digitalisasi dalam 
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pelayanan publik, khususnya dalam implementasi layanan elektronik di 

bidang pertanahan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini membahas pelaksanaan layanan elektronik 

serta mengetahui persepsi petugas dan masyarakat. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu 

masyarakat memahami manfaat serta cara menggunakannya.  
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Persepsi Petugas dan 

Masyarakat terhadap implementasi sertipikat elektronik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara” serta analisis data yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

mulai diterapkan sejak Juni 2024, dengan peluncuran resmi pada 27 Juni 

2024. Saat ini, Kantor Pertanahan tidak lagi menerbitkan sertipikat fisik 

dan sepenuhnya beralih ke sertipikat digital yang sah secara hukum. 

Sejak Juni 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 2.594 sertipikat elektronik 

telah diterbitkan, mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, dan Wakaf.  

2. Terkait persepsi petugas dan masyarakat terhadap implementasi 

sertipikat elektronik, Secara keseluruhan, petugas menilai sistem ini 

membawa perubahan positif dalam efisiensi, transparansi, dan 

keamanan, walau masih perlu peningkatan sosialisasi dan infrastruktur. 

Lalu untuk masyarakat menilai sertipikat elektronik membawa manfaat, 

terutama bagi yang paham teknologi, tetapi masih ada tantangan berupa 

kesenjangan literasi digital dan kurangnya sosialisasi yang perlu segera 

diatasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Persepsi Petugas dan Masyarakat 

terhadap implementasi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara ini terdapat beberapa saran dan masukan yang 

dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak antara lain: 

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk 

memperluas dan menyederhanakan sosialisasi sertipikat elektronik, 

terutama ke wilayah pedesaan dengan literasi digital rendah. Selain itu, 
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perlu dilakukan edukasi dan pelatihan singkat bagi masyarakat 

mengenai penggunaan layanan digital seperti aplikasi “Sentuh 

Tanahku”, pelacakan status berkas, dan verifikasi QR code agar mereka 

lebih percaya dan mampu menggunakan sistem secara mandiri. Di sisi 

lain, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat infrastruktur 

teknologi, khususnya jaringan internet dan kestabilan server, agar 

pelayanan digital dapat berjalan lancar dan merata di seluruh wilayah, 

termasuk daerah yang masih minim akses teknologi. 

2. Untuk Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain 

yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi 

sertipikat elektronik, khususnya dari perspektif pengguna layanan. 

Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan pendekatan dan metode 

berbeda, baik kualitatif mendalam maupun kuantitatif, agar diperoleh 

gambaran yang lebih luas dan komprehensif.  
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